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ABSTRAK:  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (2) Huruf b Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi 

Undang-undang; 

  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) 

hurud a, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemiliahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo ini 

adalah: Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan 

DaerahTingkat II di Sulawasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 1822); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 

Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Seketariat Komisi 

Pemilihan Umum dan Sekrketariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2008; Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum  



Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 Tentang Rekapitulasi 

Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga 

Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019. 

  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 510/PL.02.2-

Kpt/7501/KPU.Kab/X/2019 diatur tentang:  

- Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran 

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Gorontalo Tahun 2020 sebesar 8,5% (delapan setengah persen) dari 

jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gorontalo 

pada Pemilihan Umum Tahun 2019 

- Menetapkan jumlah persebaran dukungan di lebih dari 50% jumlah 

Kecamatan di daerah Kabupaten Gorontalo. 

- Jumlah minimum dukungan persyaratan dan jumlah persebaran 

tercantum pada lampiran keputusan. 

 CATATAN :  -    Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019, 

-   Keputusan ini terdiri dari 5 halaman dan 1 halaman lampiran 


